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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN  

JABATAN FUNGSIONAL DI KANTOR OTORITAS  

BANDAR UDARA WILAYAH I KELAS UTAMA  

(STUDI KASUS: JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR BANDAR 

UDARA DAN ASISTEN INSPEKTUR BANDAR UDARA) 

Widya Silvana, Hamka 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama Soekarno-Hatta pada akhir 

tahun 2020 dan awal tahun 2021 baru saja mengangkat dua belas orang pemangku 

Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara (JFIBU) dan tiga orang Jabatan 

Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara (JFAIBU) melalui inpassing sebagai 

implementasi PermenPAN-RB Nomor 57 Tahun 2018 dan PermenPAN-RB 

Nomor 58 Tahun 2018. Jabatan ini merupakan JF baru, yang merupakan peralihan 

dari JFU. Pada pelaksanaan inpassing yang lalu peneliti mencermati bahwasannya 

ada jalur komunikasi yang terputus antara pemberi informasi dan penerima 

informasi, sehingga ada beberapa hal yang tidak mampu dipahami oleh inspektur 

selaku calon pemangku JF. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan inpassing bagi 

JFIBU dan JFAIBU, masih ada empat orang non JF yang dalam persiapan untuk 

diangkat kedalam JF melalui jalur pengangkatan lainnya. Berdasarkan 

permasalahan tersebut tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor yang 

menghambat implementasi kebijakan JFIBU dan JFAIBU dengan menggunakan 

model implementasi George Edward III; dan strategi yang digunakan untuk 

mengatasi faktor penghambat untuk keberhasilan implementasi kebijakan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan 

metode studi kasus. Teknik pengambilan data dengan wawancara dan telaah 

dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukan perbaikan 

terhadap faktor komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi. Saran atas hasil 

penelitian ini melakukan sosialisasi kepada calon pemangku JF, melakukan 

pemutakhiran portal IMSIS sebagai akses dan keterbukaan informasi, 

menginventarisir kebutuhan ITS, menyusun  SOP terkait mekanisme 

pengangkatan inspektur penerbangan ke dalam JF. 

 

Kata kunci : implementasi kebijakan; jabatan fungsional 
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ABSTRACT 

 

POLICY IMPLEMENTATION OF FUNCTIONAL POSITION 

ASSIGNMENT IN AIRPORT AUTHORITY REGION I  

(CASE STUDY AIRPORT INSPECTOR AND AIRPORT INSPECTOR 

ASSISTANT FUNCTIONAL POSITION)  

 

Widya Silvana, Hamka 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

 

The Soekarno-Hatta Airport Authority Region I at the end of 2020 and early 2021 

has just appointed twelve employees of the Functional Position of Airport 

Inspector (JFIBU) and three employess of the Functional Position of Assistant 

Airport Inspector (JFAIBU) through inpassing as the implementation of regulation 

of Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform  Number 57 

of 2018 and  Number 58 of 2018. This is a new functional position, which is a 

transition from general functional position . In the implementation of inpassing, 

the researcher observed that there was unconnected communication between the 

information giver and the recipient of the information, so that there were some 

things that the positional function candidate could not understand. As a follow-up 

to the implementation of inpassing for JFIBU and JFAIBU, at this time there are 

four remaining employees that has not been assigned as JFIBU. Based on these 

problems, the purpose of this research is to identify the factors that hinder the 

implementation of JFIBU and JFAIBU policies by using the George Edward III 

implementation model; and strategies used to overcome the inhibiting factors for 

the success of policy implementation. This research is a descriptive qualitative 

research using case study method. Data collection techniques with interviews and 

document review. The results of the study indicate that it is necessary to improve 

the communication factors, resources and bureaucratic structure. Suggestions for 

the results of this study are conducting socialization to functional position 

candidate , updating the IMSIS portal as an access and information disclosure, 

take an inventory of ITS needs, develop SOPs related to the mechanism for 

functional position of flight inspector. 

 

Keywords : policy implementation; functional position. 
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BAB I   

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

         Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Otoritas Bandar 

Udara (KOBU) Wilayah I Kelas Utama ditopang oleh Sumber Daya Manusia 

baik dari latar belakang teknis maupun non teknis, yang dalam tugas 

pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, 

serta kenyamanan penerbangan di bandar udara dilaksanakan oleh seorang 

inspektur penerbangan. Salah satu jabatan inspektur ini adalah yang 

membidangi pengoperasian dan pelayanan bandar udara. Jabatan ini 

sebelumnya merupakan jabatan fungsional umum (JFU), dengan 

tingkatan/jenjang untuk kategori keterampilan dari terendah sampai tertinggi 

adalah asisten terampil; mahir dan penyelia, sedangkan tingkatan/jenjang untuk 

kategori keahlian adalah ahli pertama; muda dan madya. Dengan kata lain 

pelaksanaan inpassing ini karena jabatan ini merupakan fungsional baru.  

Pada saat jabatan ini masih JFU penetapan jenjang untuk para inspektur 

tersebut dievaluasi dan dilaksanakan setiap tahun, yang ditetapkan melalui 

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan berpedoman pada 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Kriteria, 

Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan. Adapun penetapan jenjang 

jabatan ini menitikberatkan pada kompetensi yang dimiliki yang dapat 

dipenuhi berdasarkan syarat jenjang jabatan untuk masing-masing 

tingkatan/jenjang. Penetapan jenjang jabatan Inspektur Bandar Udara dan 

Asisten Inspektur Bandar Udara yang terakhir adalah Keputusan Direktur 

Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 112 Tahun 2020 Tentang Penetapan 

Inspektur Bandar Udara Tahun 2020. 
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Dengan terbitnya Permenpan-RB Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Jabatan 

Fungsional Inspektur Bandar Udara dan Permenpan-RB Nomor 58 Tahun 2018 

Tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara, maka jabatan 

inspektur bandar udara ini dipersiapkan untuk beralih menjadi jabatan 

fungsional. Dan secara otomatis penetapan keinspekturan dari Direktur 

Jenderal Perhubungan Udara tidak berlaku lagi. Dengan diangkatnya Inspektur 

Bandar Udara dan Asisten inspektur Bandar Udara ke dalam JF, yang 

selanjutnya disingkat JFIBU untuk  Jabatan Fungsional Inspektur Bandar 

Udara dan JFAIBU untuk Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara, 

maka mereka yang sudah pernah ditetapkan keinspekturannya namun belum 

diangkat ke dalam JF, jenjang keinspekturannya tidak berlaku dan tetap 

menjadi JFU. Hal ini terjadi pada tahun lalu ketika ada satu orang inspektur 

yang tidak bisa diangkat ke dalam JF karena keterbatasan kuota. Selain dua 

peraturan tersebut berdasarkan amanat yang tertuang di dalam PermenPAN-RB 

Nomor 57 Tahun 2018 pasal 47 dan PermenPAN-RB Nomor 58 Tahun 2018 

pasal 46 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan JFIBU dan 

JFAIBU diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan dan Perka BKN sesuai 

dengan kewenangan masing-masing. Maka telah ditetapkan Perka BKN Nomor 

34 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan JFIBU dan Perka 

BKN Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan 

JFAIBU, sedangkan untuk regulasi dari instansi pembinanya diatur dalam 

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 259 Tahun 

2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan PNS kedalam JFIBU dan JFAIBU 

Melalui Inpassing.  

Guna memenuhi kebutuhan tersebut perlu mengangkat PNS yang 

memenuhi syarat, yang antara lain dapat dilakukan melalui pengangkatan 

pertama; perpindahan dari jabatan lain; penyesuaian/inpassing dan promosi. 

Sedangkan melalui penyetaraan berlaku untuk peralihan dari jabatan 

administrasi (administrator eselon III, pengawas eselon IV, dan pelaksana 

eselon V) seperti yang tertuang di dalam PermenPAN-RB Nomor 17 Tahun 
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2021. Penyetaraan ini diperlukan dalam hal penataan birokrasi, sebagai contoh 

penyederhanaan eselonisasi menjadi dua level saja, namun demikian hal ini 

belum berlaku di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama, 

karena sampai saat ini jabatan struktural masih berlaku sampai eselon IV. 

Sehingga pelaksanaan inpassing ini hanya ditujukan untuk pelaksana saja. 

Pada saat inpassing ini dilaksanakan, jumlah inspektur yang memenuhi 

syarat ada enam belas orang, dengan sebagian besar jenjang jabatan 

eksistingnya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara 

Nomor KP.112 Tahun 2020 berbeda dengan prediksi jenjang jabatan 

fungsionalnya. Tabel 1.2 menguraikan perbedaan  antara jabatan keinspekturan 

yang melekat pada saat JFU, dengan prediksi jenjang JF nya ketika akan 

diinpassingkan. Tentunya perbedaan jenjang jabatan ini akan berdampak pada 

peningkatan maupun penurunan grade yang nantinya menjadi dasar tunjangan 

kinerja yang mereka terima.  

Berikut adalah data jenjang jabatan Inspektur Bandar Udara dan Asisten 

Inspektur Bandar Udara pada saat masih JFU: 

Tabel 1. 1  

SDM Seksi Pengoperasian Bandar Udara  

sebelum pelaksanaan inpassing 

No. Jabatan Jumlah Keterangan  

1. Kepala Seksi Pengoperasian Bandar 

Udara (Inspektur Bandar Udara 

Ahli Muda) 

1 Jabatan Stuktural 

2. Inspektur Bandar Udara Ahli 

Pertama 

7 JFU 

3. Asisten Inspektur Bandar Udara 

Jenjang Penyelia 

8 JFU 

4. Asisten Inspektur Bandar Udara 

Jenjang Terampil 

1 JFU 

5. Pengolah Bahan Pengawasan 

Personel dan Operasi Bandar Udara 

1 JFU 

6. Penyusun Standarisasi Norma 

Pedoman Kriteria KKOP 

2 JFU 

Jumlah 20  

Sumber: KP.112 Tahun 2020 tentang Penetapan Inspektur Bandar 

Udara Tahun 2020 
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Setelah dilakukan prediksi jenjang JF nya berdasarkan PerMenPAN-RB 

Nomor 57 dan 58 Tahun 2018, serta PerKa-BKN Nomor 34 Tahun 2019 dan 

PerKa-BKN Nomor 35 Tahun 2019 ditunjukkan pada tabel 1.2: 

Tabel 1. 2  

Perbedaan jenjang JFU dan Prediksi JF 

No. 
KP.112 Tahun 2020 

(JFU) 
Prediksi JF 

Jumlah 

Inspektur 
Keterangan 

1. Ahli Pertama Ahli Muda 6 Naik 

2. Ahli Pertama Ahli Pertama 1 Tetap 

3. Asisten Penyelia Ahli Muda 3 Naik 

4. Asisten Penyelia Ahli Pertama 2 Naik 

5. Asisten Penyelia Asisten Penyelia 1 Tetap 

6. Asisten Penyelia Asisten Mahir 2 Turun 

7. Asisten Terampil Ahli Muda 1 Naik 

Jumlah 16  

  Sumber : KP.112 Tahun 2020, Pelantikan Pejabat Fungsional Tahap I (21 

Oktober 2020), Pelantikan Pejabat Fungsional Tahap II (27 

Januari 2021) 

 

Data diatas merupakan data inspektur yang memenuhi syarat dan 

melamar JF. Berdasarkan peraturan yang mendasari persyaratan penjenjangan 

pada saat nomenklatur jabatan ini masih JFU dan ketika beralih menjadi JF, 

tidak ditemui perbedaan pada tingkat pendidikan, yang membedakan hanya di 

syarat kepangkatan pada jenjang Asisten Terampil, dimana untuk JFU Pangkat 

dan Gol II/b s.d II/d sementara untuk JF Pangkat dan Gol II/c s.d II/d. Jika 

melihat hal ini, seharusnya perbedaan jenjang jabatan ini tidak terjadi, kecuali 

jika terdapat inspektur dengan jenjang jabatan Asisten Terampil yang masih 

berpangkat II/b, karena otomatis masih belum memenuhi syarat untuk diangkat 

kedalam JF yang mensyaratkan minimal II/c. Selain itu, dalam menentukan 

kebutuhan PNS dalam formasi JFIBU dan JFAIBU, perlu ditetapkan Analisa 

Beban Kerja (ABK) melalui indikator yang telah ditetapkan, dan jumlah 

kebutuhan tersebut ditunjukkan pada tabel 1.3 berikut ini: 
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Tabel 1. 3  

Jenjang dan Jumlah JFIBU dan JFAIBU yang Dibutuhkan  

Berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Perhitungan Analisa Beban Kerja (ABK) Inspektur Bandar     

Udara KOBU Wilayah I Tahun 2020. 
 

Salah satu tahapan pelaksanaan inpassing adalah verifikasi dan  validasi 

usulan oleh Instansi Pembina, dimana hasil tersebut disampaikan kepada 

Menteri sebagai bahan pertimbangan penetapan kebutuhan PNS JF melalui 

inpassing dan usulan tersebut telah ditetapkan berdasarkan KepmenPAN-RB 

Nomor 309 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Penyesuaian/Inpassing 

Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Namun 

setelah ditetapkannya Kepmenpan ini, ternyata kuota yang telah ditetapkan 

berdasarkan usulan ini tidak bisa memenuhi kebutuhan sesuai prediksi jenjang 

jabatan fungsionalnya. Dan berdasarkan penetapan alokasi KepmenPAN-RB 

tersebut, hanya empat orang inspektur yang dapat diangkat kedalam JF, yang 

ditunjukkan dalam tabel 1.4: 

Tabel 1. 4  

Alokasi Formasi Penetapan Kebutuhan Inpassing dan  

Pengangkatan Kedalam JF Tahap I 

No. Jenjang Jabatan Pengusulan 
Alokasi 

Formasi 

Prediksi 

JFT 
Pengangkatan 

1. Inspektur Bandar Udara 

Ahli Muda  
- - 10 - 

2. Inspektur Bandar Udara 

Ahli Pertama  
8 8 3 3 

No. Jenjang Jumlah 

1. Inspektur Bandar Udara Ahli Madya 5 

2. Inspektur Bandar Udara Ahli Muda 9 

3. Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama 14 

4. Asisten Inspektur Bandar Udara Penyelia 9 

5. Asisten Inspektur Bandar Udara Mahir 12 

6. Asisten Inspektur Bandar Udara Terampil 13 

Jumlah 62 
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3. Asisten Inspektur 

Bandar Udara Penyelia 
8 8 1 1 

4. Asisten Inspektur 

Bandar Udara Mahir 
- - 2 - 

5. Asisten Inspektur 

Bandar Udara Terampil 
1 1 - -  

      Sumber: KepmenPAN-RB No 309 Tahun 2020 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa alokasi formasi yang ditetapkan 

telah sesuai dengan pengusulan, namun jumlah yang dapat diangkat hanya 

empat orang inspektur, menyesuaikan dengan prediksi JF yang dapat 

terakomodir di alokasi formasinya. Pelantikan JF ini berdasarkan telaah 

dokumen yang peneliti dapatkan, dilaksanakan tepat dua hari sebelum batas 

waktu pengangkatan melalui inpassing ini berakhir. Pengangkatan ini 

menyisakan dua belas orang inspektur lagi yang belum diangkat, namun 

melihat waktu yang tersisa tidak akan bisa dilakukan lagi, karena penambahan 

kuota harus berdasarkan pengajuan usulan alokasi kebutuhan inpassing 

kembali.  

Pada saat yang bersamaan dengan keluarnya PermenPAN-RB Nomor 42 

Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 

Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing, maka diajukan kembali usulan 

penetapan alokasi formasi kebutuhan inpassing yang kedua dengan mekanisme 

inpassing nasional yang berakhir pada tanggal 6 April 2021. Pengajuan usulan 

kedua ini untuk mengakomodir inspektur yang belum diangkat, atas usulan ini 

keluarlah KepemenPAN-RB Nomor 941 Tahun 2020 Tentang Penetapan 

Kebutuhan Inpassing Dalam JF Di Lingkungan Kemenhub Tahun Anggaran 

2020, yang ditunjukkan dalam tabel 1.5 berikut ini: 
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Tabel 1. 5  

Alokasi Formasi Penetapan Kebutuhan Inpassing dan  

Pengangkatan Kedalam JF Tahap II 

No. Jenjang Jabatan 

Yang 

Belum  

Diangkat 

Pengusulan 
Alokasi 

Formasi 
Pengangkatan 

1. Inspektur Bandar Udara 

Ahli Muda  
10 9 9 9 

2. Inspektur Bandar Udara 

Ahli Pertama  
- - - - 

3. Asisten Inspektur 

Bandar Udara Penyelia 
- - - - 

4. Asisten Inspektur 

Bandar Udara Mahir 
2 2 2 2 

5. Asisten Inspektur 

Bandar Udara Terampil 
- - - - 

Sumber: KepmenPAN-RB Nomor 941 Tahun 2020 

Dari uraian diatas terlihat bahwa dari dua belas inspektur yang tersisa, 

ternyata hanya dilakukan pengusulan untuk sebelas orang inspektur, hal ini 

dikarenakan pengajuan usulan tidak boleh melebihi formasi jenjang jabatan 

pada ABK Totalnya, untuk jenjang jabatan Inspektur Bandar Udara Ahli Muda 

totalnya hanya 9 (Tabel 1.3). Dengan demikian hanya 15 inspektur yang 

diangkat kedalam JF dari 16 inspektur yang diusulkan oleh KOBU Wilayah I 

Kelas Utama. Hasil seleksi menunjukkan bahwa semua inspektur yang 

mengusulkan untuk JF dinyatakan lulus, dan satu orang inspektur yang 

tereliminasi dikembalikan kedalam JFU dengan penyesuaian grade yang lebih 

rendah.  

Berdasarkan hasil seleksi inpassing (Tabel 1.2) dan ABK (Tabel 1.3), 

melalui pengusulan alokasi kebutuhan inpassing maka inspektur yang dapat 

diangkat ke dalam JF hanya 15 orang, dan data SDM Seksi Pengoperasian 

Bandar Udara saat ini, diuraikan dalam tabel 1.6 berikut ini: 
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Tabel 1. 6  

SDM Seksi Pengoperasian Bandar Udara setelah inpassing 

No. Jabatan Jumlah Keterangan 

1. Kepala Seksi Pengoperasian 

Bandar Udara 
1 Jabatan Struktural 

2. Inspektur Bandar Udara Ahli 

Muda 
9 JF melalui inpassing 

3. Inspektur Bandar Udara Ahli 

Pertama 
3 JF melalui inpassing 

4. Asisten Inspektur Bandar 

Udara Jenjang Penyelia  
1 JF melalui inpassing 

5. Asisten Inspektur Bandar 

Udara Jenjang Mahir 
2 JF melalui inpassing 

6. Penyusun Standarisasi Norma 

Pedoman Kriteria KKOP 
2 JF Umum 

7. 

Pengolah Bahan Pengawasan 

Personel dan Operasi Bandar 

Udara 

2 

JF Umum (salah 

satunya adalah 

inspektur yang tidak 

bisa diangkat karena 

keterbatasan kuota) 

 Jumlah 20  

Sumber : SK Jabatan Tahun 2020 dan 2021. 

 

Pelaksanaan inpassing ini memang sudah selesai dilaksanakan, dengan 

pengangkatan yang dilakukan dalam dua periode. Periode pertama masih 

dalam batas waktu pelaksanaan inpassing, yaitu tanggal 21 Oktober 2020 

dengan batas waktu 25 Oktober 2020. Sementara untuk pengangkatan periode 

kedua dengan mekanisme inpassing nasional pada tanggal 27 Januari 2021 

dengan batas waktu inpassing 6 April 2021. Menjadi keunikan tersendiri 

bahwa jabatan inspektur ini sudah ada penjenjangan/pelevelannya pada saat 

masih JFU. Hal ini juga berkenaan dengan audit International Civil Aviation 

Organization (ICAO) bahwa seorang inspektur penerbangan tidak bisa begitu 

saja ditetapkan sebagai inspektur tanpa memenuhi kompetensi yang 

dipersyaratkan, dan di dalam pemenuhan persyaratan inilah, semakin banyak 

dan tinggi kompetensi yang dapat dipenuhi oleh seorang inspektur, maka 

grade/jenjangnya semakin tinggi dengan dibarengi tanggung jawab yang juga 

lebih besar.  
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Kedepannya pengangkatan kedalam JFIBU dan JFAIBU ini tentunya 

tidak lagi melalui inpassing melainkan bisa melalui pengangkatan pertama 

(CPNS), perpindahan jabatan, promosi dan penyetaraan (sesuai dengan 

kebutuhan organisasi). Namun sampai saat ini belum ada arahan yang pasti 

bagaimana pengangkatan berikutnya ke dalam JF ini akan terlaksana. Pada 

pelaksanaan inpassing yang lalu ketidakterbukaan informasi menjadi salah satu 

hambatan dalam komunikasi, sehingga peran dari para inspektur sebagai 

kelompok sasaran di KOBU Wilayah I hanya pasif dan menunggu arahan, 

termasuk diantaranya tidak ada penjelasan terhadap inspektur yang tidak bisa 

diangkat kedalam inpassing, hanya penjelasan bahwa yang bersangkutan tidak 

bisa diangkat karena keterbatasan kuota dan tidak transparan terhadap hasil uji 

kompetensi secara keseluruhan, sehingga tidak diketahui apakah dilakukan 

perangkingan atau tidak. Saat ini untuk pegawai Seksi Pengoperasian Bandar 

Udara yang masih JFU dipersiapkan untuk diangkat kedalam JF, diantaranya 

melalui pengangkatan pertama dan perpindahan dari jabatan lain, termasuk 

diantaranya yang pada pelaksanaan inpassing lalu belum dapat diangkat. 

Penelitian ini perlu dilakukan karena berkenaan dengan kebutuhan 

organisasi masih memerlukan sejumlah pemangku JFIBU dan JFAIBU, dan 

pengajuan usulan kedalam JF bagi pegawai yang sudah memenuhi syarat 

seharusnya sudah dapat dilaksanakan, dan sebagai tindak lanjut dari 

pelaksanaan inpassing, sehingga ini juga berdampak terhadap kinerja, daya 

saing dan pencapaian visi dan misi organisasi yang utamanya di dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Didalam menguraikan apa saja 

yang menjadi masalah didalam implementasi ini, peneliti menggunakan faktor 

penentu implementasi dari George C. Edward III (1980) yang terdiri dari empat 

aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 

Kemudian strategi untuk mengatasi faktor penghambat implementasi yang 

bersumber dari Purwanto, E.A dan Dyah R.S (2012), bagaimana setiap aspek 

dari strategi ini dikaitkan dengan faktor penentu tersebut yang terdiri dari 
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empat aspek yaitu interaksi antar aktor, kapasitas pelaksana di lapangan, 

strategi penyampaian informasi atau sosialisasi dan kapasitas organisasi.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah mengidentifikasi faktor yang menghambat implementasi tersebut 

serta strategi mengatasi faktor penghambat untuk peningkatan kinerja JFIBU, 

JFAIBU maupun pegawai seksi pengoperasian bandar udara yang belum 

diangkat kedalam JF di KOBU Wilayah I Kelas Utama. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dan fakta yang mendukung 

adanya permasalahan penelitian dapat diidentifikasi adanya permasalahan 

dalam implementasi JF berkenaan dengan ketidakjelasan informasi dan belum 

dapat terlaksananya pengangkatan kedalam JF bagi pemangku JFU di seksi 

pengoperasian bandar udara, dimana hal ini berdampak terhadap kinerja, daya 

saing dan pencapaian visi dan misi organisasi yang utamanya di dalam 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. 

C. RUMUSAN PERMASALAHAN 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian adalah: 

1. Faktor-faktor apa saja yang menghambat, sehingga implementasi 

pengangkatan JFIBU dan JFAIBU di KOBU Wilayah I Kelas Utama belum 

berjalan dengan baik; 

2. Strategi Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Pengangkatan JFIBU 

dan JFAIBU di KOBU Wilayah I Kelas Utama. 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan, 

antara lain untuk: 

1. Mengidentifikasi faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan 

Pengangkatan JFIBU dan JFAIBU di KOBU Wilayah I Kelas Utama; dan 

2. Mengatasi faktor penghambat untuk keberhasilan Implementasi Kebijakan 

Pengangkatan JFIBU dan JFAIBU di KOBU Wilayah I Kelas Utama. 

E. MANFAAT PENELITIAN   

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat, antara lain: 

1.   Manfaat bagi dunia akademis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis 

terhadap implementasi kebijakan publik dan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap implementasi, dan strategi mengatasi faktor 

penghambat implementasi. 

2.    Manfaat bagi dunia Praktis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para 

pimpinan dan pemangku jabatan di KOBU Wilayah I Kelas Utama 

Soekarno-Hatta agar dapat mempersiapkan sumber daya aparatur yang 

berkompeten sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan, dengan terus 

mengupgrade keterampilan maupun keahliannya sesuai dengan kebutuhan 

sebagai JFIBU dan JFAIBU dan mempersiapkan perencanaan SDM 

JFIBU dan JFAIBU sesuai dengan kebutuhan organisasi. Juga secara 

khusus inpassing yang telah terlaksana bagi JFIBU dan JFAIBU ini dapat 

menjadi pedoman evaluasi bagi pelaksanaan inpassing bagi JF Inspektur 

Kelaikudaraan dan Inspektur Navigasi yang saat ini masih dalam proses, 

dimana batas waktu pelaksanaan inpassing sampai dengan 28 April 2022.  


